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	Abstract: This study aims to provide a juridical analysis of the subsidiary indictment filed by the Public Prosecutor and the Judge's legal considerations in the criminal act of assault resulting in serious injury based on Makassar District Court Decision Number 551/Pid.B/2024/PN Mks. This study employs normative legal research using a Legal Case Study approach. The research data consist of primary and secondary data obtained through library research and field research, which were analyzed qualitatively and descriptively. The results show that the Public Prosecutor properly formulated the indictment in a subsidiary form, consisting of a primary charge under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and a subsidiary charge under Article 351 paragraph (1). The structure of the indictment was considered consistent with criminal procedural law because the charges were arranged hierarchically according to the seriousness of the threatened punishment. In examining the case, the Judge first considered the primary charge and, based on the evidence and facts revealed during the trial, found the Defendant legally and convincingly guilty of assault resulting in serious injury. Consequently, the subsidiary charge was no longer considered. The Judge's legal considerations concerning the establishment of criminal liability were consistent with the applicable law and the facts of the trial. However, from the perspective of sentencing, the imprisonment of 2 years and 10 months was considered relatively lenient compared with the maximum penalty under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and the aggravating circumstances, including the nature of the act and the Defendant's previous conviction. Therefore, sentencing should appropriately balance the principles of justice, legal certainty, legal utility, and deterrence.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penyusunan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena dakwaan disusun secara bertingkat berdasarkan tingkat berat ringannya ancaman pidana. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta persidangan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sehingga dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan. Pertimbangan hukum Hakim pada aspek pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta persidangan. Namun, dari aspek pemidanaan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dinilai relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal Pasal 351 ayat (2) KUHP dan keadaan yang memberatkan Terdakwa, termasuk sifat perbuatan dan riwayat pernah dihukum. Oleh karena itu, penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan secara seimbang aspek keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efek jera.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana yang menyerang tubuh dan menimbulkan kerugian fisik terhadap seseorang. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh korban, dengan akibat yang dapat berbeda-beda tingkat keparahannya. Dalam kondisi tertentu, penganiayaan dapat mengakibatkan luka berat yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, kemampuan korban menjalankan aktivitas, bahkan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. 
Penganiayaan tidak selalu muncul tanpa sebab. Hasil kajian dalam Tugas Akhir menunjukkan bahwa tindak kekerasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pergaulan, kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan hubungan, persaingan, konflik kepentingan, dendam, perasaan dirugikan, maupun perselisihan yang berkembang menjadi perkelahian. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi sosial dan individual. 
Dalam hukum pidana, tingkat akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan mempunyai konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan penganiayaan biasa karena akibat yang ditimbulkan terhadap korban lebih serius. Tugas Akhir menjelaskan bahwa luka berat berkaitan dengan kondisi yang dapat menimbulkan bahaya maut, menyebabkan seseorang tidak cakap menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk selama-lamanya, kehilangan salah satu pancaindra, mengalami kelumpuhan, gangguan daya pikir dalam jangka waktu tertentu, maupun kondisi serius lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang digunakan dalam perkara. 
Penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan perkara di persidangan dan menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan serta dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, ketepatan perumusan dakwaan menjadi salah satu aspek fundamental dalam menjamin proses peradilan yang adil dan sesuai dengan hukum acara pidana.
Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penyusunan secara subsidaritas tersebut menempatkan dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih berat sebagai dakwaan primair dan dakwaan dengan ancaman lebih ringan sebagai dakwaan subsidair. 
Penggunaan bentuk dakwaan subsidaritas dalam perkara ini mempunyai arti penting karena terdapat konsekuensi hukum dalam urutan pembuktian. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila unsur-unsur dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak lagi menjadi fokus pembuktian. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diperiksa, Hakim menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. 
Selain persoalan dakwaan, aspek penting lainnya adalah pertimbangan hukum Hakim. Pertimbangan hukum atau ratio decidendi merupakan dasar pemikiran dan alasan hukum yang digunakan Hakim dalam mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut harus disusun secara sistematis, logis, dan memiliki hubungan yang jelas dengan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Pertimbangan hukum yang baik merupakan salah satu unsur penting untuk menghasilkan putusan yang memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 
Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks, Hakim mempertimbangkan dakwaan primair setelah menguji unsur-unsur tindak pidana, memperhatikan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. 
Putusan tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penerapan hukum oleh Hakim telah diarahkan berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pada sisi lain, Tugas Akhir memberikan catatan kritis terhadap besaran pidana yang dijatuhkan. Meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan terdapat keadaan yang memberatkan, termasuk sifat perbuatan serta riwayat pernah dihukum, pidana yang dijatuhkan adalah 2 tahun 10 bulan. Penelitian menilai bahwa sanksi tersebut relatif ringan dibandingkan ancaman pidana yang tersedia sehingga dipandang belum optimal dalam memberikan efek jera. 
Persoalan tersebut menjadi penting dalam perspektif tujuan hukum dan pemidanaan. Putusan pidana tidak hanya dituntut memberikan kepastian mengenai kesalahan terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam kajian Tugas Akhir digunakan teori pemidanaan yang menjelaskan bahwa pemidanaan dapat diarahkan pada pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Dengan demikian, penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. 
Di samping teori pemidanaan, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang digunakan dalam Tugas Akhir menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum. Ketiga nilai tersebut harus diupayakan secara seimbang agar putusan tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga menghasilkan keadilan substantif dan manfaat bagi masyarakat. 
Konteks tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak cukup hanya melihat apakah terdakwa terbukti bersalah. Analisis juga perlu melihat apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dirumuskan secara tepat, apakah unsur tindak pidana telah dibuktikan secara memadai, serta apakah pertimbangan hukum Hakim telah memberikan dasar yang cukup bagi penjatuhan pidana. Pendekatan tersebut penting untuk mengetahui konsistensi antara dakwaan, fakta persidangan, pembuktian, pertimbangan hukum, dan amar putusan.
Secara khusus, perkara yang menjadi objek penelitian memperlihatkan hubungan antara dakwaan subsidaritas dengan pertimbangan Hakim. Dakwaan primair diarahkan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan dakwaan subsidair diarahkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim kemudian memilih untuk membuktikan dakwaan primair dan tidak melanjutkan pertimbangan terhadap dakwaan subsidair setelah unsur dakwaan primair dianggap terpenuhi. 
Dengan demikian, kajian terhadap perkara ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai penyusunan surat dakwaan, pembuktian, serta ratio decidendi Hakim. Secara praktis, penelitian dapat memberikan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan dan bagi Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum serta menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks. Fokus tersebut secara langsung mengikuti dua rumusan masalah dalam Tugas Akhir, yaitu mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan oleh Hakim dan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji apakah penyusunan dakwaan subsidaritas telah sesuai dengan ketentuan hukum dan apakah pertimbangan hukum Hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta bagaimana hubungan antara fakta persidangan, unsur tindak pidana, pembuktian, dan pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan penegakan hukum pidana, khususnya terhadap perkara penganiayaan yang menimbulkan luka berat. 
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap Amar Putusan Hakim terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Penelitian normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Amar Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan menelaah hubungan antara fakta hukum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan hukum Hakim dalam menghasilkan putusan.
2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berkaitan dengan Pengadilan Negeri Makassar, khususnya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang secara khusus menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tersebut.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan serta perkara yang diteliti.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung serta mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
Data yang diperoleh kemudian disusun, diuraikan, dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta dan data yang terdapat dalam perkara, khususnya mengenai bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian unsur tindak pidana, serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks.
2.5 Fokus Penelitian
Penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu analisis yuridis terhadap dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum dan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Yuridis Dakwaan Subsidaritas Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat
Surat dakwaan merupakan instrumen penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan menentukan batas perkara yang akan diputus. Dalam penelitian ini, analisis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum perlu ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam menyusun dakwaan, persyaratan formal dan material, serta bentuk dakwaan yang digunakan dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tugas Akhir menjelaskan bahwa surat dakwaan memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan sekaligus hubungan antara perbuatan Terdakwa dengan peristiwa pidana yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. 
Secara yuridis, penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum setelah diperoleh hasil penyidikan yang menjadi dasar untuk melakukan penuntutan. Dalam proses penyusunannya, surat dakwaan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Persyaratan formal antara lain meliputi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum serta identitas Terdakwa secara lengkap. Adapun persyaratan material mengharuskan adanya uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 
Persyaratan material tersebut mempunyai arti penting karena dakwaan menjadi dasar bagi Terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan. Tugas Akhir menegaskan bahwa uraian dakwaan harus disusun secara teliti dan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat material dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa batal demi hukum. 
Dalam perkara yang diteliti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidaritas. Bentuk dakwaan ini disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang memiliki ancaman pidana paling berat sampai dengan dakwaan yang lebih ringan. Mekanisme pemeriksaannya juga bersifat berurutan, yakni Hakim terlebih dahulu memeriksa dakwaan primair; apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah pemeriksaan beralih kepada dakwaan subsidair. 
Penggunaan dakwaan subsidaritas berbeda dengan dakwaan alternatif. Pada dakwaan subsidaritas terdapat urutan tingkat pembuktian, sedangkan dalam dakwaan alternatif masing-masing dakwaan memiliki posisi yang saling mengecualikan sehingga Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan lainnya. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan bentuk dakwaan yang dipilih Jaksa harus disesuaikan dengan konstruksi tindak pidana dan kemungkinan hasil pembuktiannya. 
Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks, dakwaan primair ditujukan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, sedangkan dakwaan subsidair ditujukan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penyusunan demikian menunjukkan adanya tingkatan kualifikasi perbuatan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagai dakwaan primair dan penganiayaan sebagai dakwaan subsidair. Tugas Akhir menyimpulkan bahwa bentuk subsidaritas tersebut telah disusun secara tepat karena dimulai dari ketentuan dengan ancaman pidana yang lebih berat kemudian ditempatkan ketentuan yang lebih ringan sebagai subsidair. 
Dilihat dari prinsip penyusunan surat dakwaan, penggunaan bentuk subsidaritas dalam perkara ini mempunyai dasar yang rasional. Jaksa tetap membuka kemungkinan penerapan ketentuan yang lebih ringan apabila unsur dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan. Dengan demikian, dakwaan subsidaritas memberikan struktur pembuktian yang sistematis sekaligus menjaga agar proses penuntutan tetap berada dalam koridor perbuatan yang didakwakan.
Ketepatan dakwaan juga dapat dilihat dari kesesuaian antara uraian perbuatan dan unsur pasal yang didakwakan. Tugas Akhir menjelaskan bahwa dalam penyusunan dakwaan harus terdapat rumusan yuridis yang mengutip unsur tindak pidana secara tepat, rumusan perbuatan material yang menjelaskan perbuatan konkret Terdakwa, serta penyebutan ketentuan pasal yang menjadi dasar dakwaan. 
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menempatkan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan primair. Penggunaan pasal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa mendasarkan penuntutannya pada konstruksi penganiayaan yang menimbulkan akibat berupa luka berat. Hal tersebut sejalan dengan fokus perkara yang secara khusus menyangkut akibat serius yang dialami korban. Tugas Akhir menyatakan bahwa dakwaan yang disusun Jaksa telah memenuhi ketentuan dan selanjutnya dapat diuji melalui pembuktian di persidangan. 
Setelah dakwaan dibacakan, Hakim melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara ini, Hakim kemudian memprioritaskan pemeriksaan dakwaan primair. Karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair. Tugas Akhir secara eksplisit menilai bahwa langkah tersebut sesuai dengan karakter dakwaan subsidaritas dan hukum acara pidana. 
Dengan demikian, konstruksi dakwaan dan proses pembuktiannya menunjukkan hubungan yang konsisten antara dakwaan primair, pembuktian unsur, dan putusan. Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair setelah dakwaan primair dinyatakan terbukti. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa bentuk dakwaan subsidaritas memiliki fungsi strategis dalam memberikan alternatif bertingkat kepada proses penuntutan tanpa menghilangkan batas-batas perkara yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan.
Dari perspektif kepastian hukum, dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap memberikan batas yang jelas bagi proses pemeriksaan perkara. Jaksa memiliki dasar yang terukur dalam melakukan pembuktian, Hakim memiliki parameter dalam memeriksa perkara, dan Terdakwa mengetahui secara jelas perbuatan yang harus dibantah atau dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketepatan formulasi dakwaan merupakan bagian penting dalam menjamin proses peradilan pidana yang fair.
Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan PN Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks dapat dinilai telah memenuhi fungsi dan struktur yang diperlukan dalam proses penuntutan. Dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP ditempatkan sebagai dakwaan utama, sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP ditempatkan sebagai dakwaan subsidair. Struktur bertingkat tersebut sesuai dengan karakter dakwaan subsidaritas karena disusun dari kualifikasi tindak pidana yang lebih berat menuju kualifikasi yang lebih ringan. 
Lebih lanjut, keberhasilan pembuktian dakwaan primair memperlihatkan bahwa formulasi dakwaan mempunyai keterkaitan yang cukup kuat dengan fakta persidangan. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair. Dengan demikian, konstruksi dakwaan Jaksa telah memberikan landasan yang memadai bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan kesalahan Terdakwa. 
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis yuridis terhadap dakwaan subsidaritas dalam perkara ini menghasilkan kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan bentuk dakwaan yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan konstruksi perkara. Dakwaan tersebut juga berhasil menjadi dasar pemeriksaan Hakim hingga dakwaan primair terbukti.

3.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks
Pertimbangan hukum Hakim merupakan bagian fundamental dalam suatu putusan karena menjadi dasar atau ratio decidendi yang menjelaskan alasan yuridis mengapa Hakim sampai pada suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut harus bertumpu pada fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, dan argumentasi hukum yang disusun secara sistematis, logis, serta saling berkaitan. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hukum mempunyai hubungan langsung dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan. 
Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks, Hakim memusatkan pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pilihan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, Hakim tidak lagi berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair secara lebih lanjut. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter dakwaan subsidaritas yang menempatkan dakwaan primair sebagai dakwaan yang harus diperiksa terlebih dahulu. 
Pertimbangan Hakim selanjutnya diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam kerangka Pasal 351 ayat (2) KUHP, akibat berupa luka berat merupakan unsur penting yang membedakan ketentuan tersebut dari penganiayaan biasa. Tugas Akhir mencatat bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat. 
Dalam proses pemeriksaan, Hakim mempertimbangkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, serta pengakuan Terdakwa yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair. Tugas Akhir menilai bahwa pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan merupakan bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam perkara. 
Penempatan fakta persidangan sebagai dasar utama pertimbangan Hakim menunjukkan penerapan prinsip bahwa putusan pidana harus dibangun atas proses pembuktian. Hakim tidak cukup hanya berpedoman pada dakwaan, tetapi harus menguji apakah fakta yang terungkap di persidangan benar-benar memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Dalam perkara ini, hasil pengujian tersebut berujung pada kesimpulan bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP terbukti sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah. 
Dari sisi kepastian hukum, pertimbangan tersebut menunjukkan konsistensi antara dakwaan, pembuktian, dan kesimpulan Hakim. Dakwaan primair telah menetapkan bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, kemudian Hakim menguji unsur pasal tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti, dan akhirnya menjatuhkan putusan atas tindak pidana yang sama. Rangkaian tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara konstruksi dakwaan dan putusan.
Namun, analisis terhadap pertimbangan Hakim tidak berhenti pada persoalan terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana. Pertimbangan juga harus dikaitkan dengan penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan. Tugas Akhir menggunakan teori pemidanaan yang melihat bahwa pidana dapat memiliki fungsi pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan semestinya mempertimbangkan bukan hanya terbuktinya tindak pidana, tetapi juga akibat perbuatan serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. 
Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan, khususnya sifat perbuatan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum. Keadaan tersebut seharusnya menjadi faktor yang relevan dalam menentukan berat ringannya pidana karena menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan dan kondisi pelaku dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan. 
Putusan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 tahun 10 bulan. Tugas Akhir menerima bahwa pertimbangan Hakim mengenai kesalahan Terdakwa dan penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum. Akan tetapi, penelitian memberikan catatan kritis terhadap berat pidana yang dijatuhkan, karena menurut peneliti pidana tersebut terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal lima tahun dan dikaitkan dengan adanya keadaan yang memberatkan berupa sifat perbuatan dan riwayat Terdakwa yang pernah dihukum. 
Catatan tersebut menjadi penting jika pertimbangan Hakim dianalisis berdasarkan tujuan pemidanaan. Apabila pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga memberikan efek pencegahan dan perlindungan masyarakat, maka berat pidana perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan tingkat akibat tindak pidana. Dalam perkara ini, akibat yang ditimbulkan dikualifikasikan sebagai luka berat, sedangkan Terdakwa juga disebut pernah dihukum. Atas dasar itu, penelitian menilai bahwa pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan aspek pencegahan dan efek jera. 
Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan Hakim idealnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum telah terlihat melalui penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pembuktian berdasarkan fakta persidangan. Keadilan tercermin melalui penetapan kesalahan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana pidana yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana. Tugas Akhir sendiri menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai penting dalam tujuan hukum. 
Dalam konteks tersebut, pertimbangan hukum Hakim dapat dinilai telah tepat pada aspek yuridis pembuktian, karena Terdakwa dinyatakan terbukti berdasarkan fakta persidangan dan unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Namun, pada aspek pemidanaan, terdapat ruang untuk memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap proporsionalitas pidana. Hal ini terutama berkaitan dengan hubungan antara akibat luka berat, keadaan yang memberatkan, riwayat Terdakwa yang pernah dihukum, dan tujuan memberikan efek jera. Penilaian kritis tersebut juga merupakan bagian dari substansi Tugas Akhir yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan relatif rendah. 
Dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan PN Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, dari aspek penentuan kesalahan, pertimbangan Hakim telah sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti, dan dakwaan primair sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kedua, dari aspek penjatuhan pidana, terdapat persoalan proporsionalitas yang perlu dikaji karena pidana 2 tahun 10 bulan dinilai oleh peneliti masih terlalu ringan dibandingkan ancaman pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP dan keadaan yang memberatkan Terdakwa. 
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim telah memenuhi dasar yuridis dalam menyatakan Terdakwa bersalah, tetapi penjatuhan pidana masih dapat dipersoalkan dari perspektif tujuan pemidanaan dan efektivitas efek jera. Temuan tersebut tidak mengubah kesimpulan bahwa putusan telah menerapkan ketentuan hukum terhadap perbuatan yang terbukti, tetapi memberikan ruang evaluasi terhadap proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Penelitian Tugas Akhir pada akhirnya merekomendasikan agar Hakim dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak menjatuhkan pidana yang terlalu rendah agar sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi bentuk pencegahan bagi masyarakat. 
Secara keseluruhan, Putusan PN Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks menunjukkan adanya kesesuaian antara dakwaan primair, fakta persidangan, pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan hukum Hakim, tetapi terdapat catatan kritis mengenai berat pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi pada aspek pembuktian dan penerapan norma, sementara aspek pemidanaan masih perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan efek jera. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Dakwaan Subsidaritas dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 551/Pid.B/2024/PN Mks, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jaksa menyusun dakwaan primair berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bentuk subsidaritas tersebut tepat karena disusun secara bertingkat berdasarkan tingkat ancaman pidana, dengan dakwaan primair diperiksa terlebih dahulu. Dalam perkara ini, unsur dakwaan primair terbukti berdasarkan fakta persidangan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan. 
2. Pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta-fakta persidangan dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan primair, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun, dari aspek pemidanaan terdapat catatan kritis karena pidana 2 tahun 10 bulan yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal Pasal 351 ayat (2) KUHP sebesar lima tahun, terlebih terdapat keadaan yang memberatkan berupa sifat perbuatan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa pernah dihukum. 
Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini telah tepat pada aspek perumusan dakwaan dan pembuktian kesalahan Terdakwa, tetapi aspek penjatuhan pidana masih memerlukan perhatian terhadap proporsionalitas sanksi serta tujuan pemidanaan, khususnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan efek jera.
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